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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali posisi Pancasila dalam wacana
publik kontemporer Indonesia yang cenderung reduktif dan simbolik. Dengan
menggunakan pendekatan filsafat sosial dan metode historis-faktual, penelitian
ini menelaah pemikiran Jirgen Habermas melalui perspektif hermeneutika
filosofis, khususnya terkait konsep rasionalitas komunikatif dan ruang publik.
Berbagai literatur primer yang ditulis Habermas, analisis filsuf lain dan berbagai
pendapat ilmuwan sosial tentang Pancasila didialogkan dalam dimensi fusi
horizon khas Gadamerian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila
menghadapi krisis makna, yakni keterputusan antara nilai-nilai dasarnya dan
artikulasi dalam ruang diskursus demokratis yang inklusif dan partisipatif.
Penulis menemukan modernitas telah mereduksi Pancasila menjadi ide yang
tertutup. Temuan ini menekankan pentingnya membangun ulang komunikasi
publik yang memungkinkan artikulasi nilai secara terbuka dan reflektif. Dalam
kerangka ini pula, Pancasila dirckomendasikan untuk dipahami sebagai
konstruksi ideologis yang terbuka terhadap dialog, bukan sebagai doktrin
normatif yang final. Penelitian ini menyarankan pendekatan komunikatif sebagai
cara untuk memperkuat relevansi Pancasila di tengah tantangan sosial-politik
masa kini.
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The Revitalization of Pancasila Ideology in the Context of Democracy through
Habermas’ Theory of Communicative Rationality. This study re-examines the
role of Pancasila in contemporary Indonesian public discourse, which is often
reductive and symbolic. Using a social philosophy approach and historical-
factual method, it analyzes Jiirgen Habermas'’s thought, especially his concepts
of communicative rationality and the public sphere through a philosophical
hermeneutics lens. Primary works by Habermas are dialogued with other
philosophical and social perspectives on Pancasila within a Gadamerian fusion
of horizons. The study finds that Pancasila suffers a crisis of meaning, marked
by the disconnection between its core values and their articulation in inclusive,
participatory public discourse. Modernity has reduced Pancasila into a closed
idea, weakening its democratic vitality. The findings stress the need to rebuild
public communication that is open, reflective, and value-based. As such,
Pancasila should be understood not as a fixed doctrine, but as an evolving
ideological framework responsive to dialogue. A communicative approach is
proposed to reinforce its relevance in Indonesia’s sociopolitical context today.
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Pendahuluan

Dalam sejarah wacana kebangsaan Indonesia, Pancasila merupakan titik temu yang sarat makna
dan penuh dengan beban historis. Ia tidak hanya merupakan dasar negara secara formal, tetapi juga
cermin dari harapan, perdebatan bahkan ketegangan ideologis bangsa ini sejak kelahirannya. Namun
dewasa ini, dalam praktik sosial-politik kontemporer, Pancasila kerap hadir bukan sebagai medan
diskursus yang hidup, melainkan sebagai slogan dan jargon yang stagnan. Nilai instrumental Pancasila
seyogianya terus direformasi agar selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Prasetia dkk.,
2020). Karena saat ini Pancasila dipertontonkan dalam pidato-pidato resmi kenegaraan, digantung
dalam spanduk dan baliho saat kampanye tetapi jarang benar-benar dibicarakan secara kritis maupun
terbuka di ruang publik. Dalam konteks inilah Pancasila seolah kehilangan dimensi komunikatifnya,
yaitu kehilangan kemampuannya untuk dijadikan ruang tafsir yang hidup, terbuka dan relevan dengan
realitas. la seperti menjadi simbol yang dikeramatkan sekaligus dibungkam, ia diagungkan namun
idenya tak diberi kesempatan untuk dipertanyakan. Maka krisis yang dihadapi Pancasila hari ini bukan
sekedar krisis nilai tetapi krisis komunikasi yang akut. Bagaimanapun Pancasila adalah simbol nilai
yang penting bagi bangsa Indonesia. Fuqoha & Firdausi (2020) juga menekankan bahwa hubungan
sosial masyarakat dipengaruhi oleh simbol yang universal yaitu pandangan hidup, legitimasi pranata
sosial serta pemberi makna dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam masyarakat yang kian plural dan kompleks, kebutuhan untuk memaknai kembali ideologi
kebangsaan menjadi semakin mendesak. Pancasila, bila ingin tetap relevan tidak bisa hanya dipahami
sebagai warisan statis yang harus dipertahankan begitu saja. la perlu dibaca ulang, dipertanyakan ulang,
bahkan diperdebatkan ulang, tentu dalam semangat etis dan konstruktif. Pancasila juga perlu dibaca
sebagai nilai yang digali secara organik dari rahim pemikiran bangsa. Bangsa Indonesia wajib memiliki
dasar yang kuat dan dinamis yang hidup di dalam masyarakatnya kemudian dasar tersebut harus lahir
dari Indonesia sendiri, bukan mengambil ide dasar dari negara lain (Elizabeth, 2022). Tetapi bagaimana
mungkin kondisi itu (pembacaan ulang atas Pancasila) dapat dilakukan jika komunikasi politik yang
berkembang di Indonesia masih didominasi oleh logika simbolik dan vertikalistik? Di sinilah titik
persoalan kita. Masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana membangun kembali
kerangka komunikasi publik yang memungkinkan Pancasila dipahami secara reflektif dan partisipatif
di tengah dominasi tafsir simbolik dan elitis. Dalam ruang publik Indonesia hari ini, kebebasan
berpendapat memang dijamin secara normatif, tetapi praktik deliberasi masih jauh dari harapan. Suara
warga sering kali tidak memperoleh ruang yang setara, kritik terhadap Pancasila kerap dianggap sebagai
bentuk berseberangan secara idelogis dan tafsir alternatif dianggap tidak sesuai dengan narasi dominan.
Ruang untuk berdialog tentang Pancasila memang dibuka secara formal tetapi disempitkan secara
kultural.

Meskipun kajian tentang Pancasila telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, sebagian
besar di antaranya juga masih bersifat normatif, legalistik atau pedagogis yang cenderung menekankan
pada fungsi Pancasila sebagai dasar negara atau instrumen pendidikan karakter. Banyak studi yang
berfokus pada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum atau pada peran Pancasila dalam
meredam konflik sosial, namun masih sangat sedikit yang menempatkan Pancasila dalam kerangka
refleksi filsafat sosial kritis, terlebih dalam diskursus kontemporer mengenai komunikasi dan ruang
publik. Di sisi lain, diskursus filosofis di Indonesia juga kerap terjebak dalam reproduksi wacana barat
tanpa upaya mendialogkannya dengan konteks ideologis lokal secara mendalam. Hal ini menimbulkan
kekosongan epistemik, di mana teori-teori besar seperti pemikiran Jirgen Habermas tidak diupayakan
untuk membaca ulang krisis lokal yang khas Indonesia. Maka penelitian ini berupaya menutup
kekosongan itu dengan menghubungkan teori tindakan komunikatif Habermas dan kritik atas ruang
publik modern kedalam konteks ideologis Pancasila di Indonesia hari ini. Bagi Habermas hanya dengan
cara mengelobarasi dialektika dengan kesadaran politis manusia dapat berhasil dalam mengarahkan
mediasi kemajuan teknis dan perilaku kehidupan sosial, yang sampai saat ini hadir sebagai sebuah hasil
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dari perkembangan sejarah yang alami; sebagai sesuatu yang terjadi tanpa melibatkan diskusi dan
perencanaan publik (Hariyanto, 2022). Sehingga kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk
mengonstruksikan pemahaman baru terhadap Pancasila sebagai ruang ideologis yang terbuka melalui
pendekatan hermeneutika filosofis, yakni pendekatan yang memungkinkan pertemuan kritis antara
horizon pemikiran Habermas dan horizon historis Pancasila sebagai proyek kebangsaan yang lahir dari
pengalaman autentik suatu bangsa.

Penulis juga melihat bahwa krisis pemaknaan Pancasila saat ini menggambarkan adanya
semacam disonansi antara substansi nilai Pancasila dan praktik komunikatif masyarakat. Perlu
membangun pola komunikasi yang baik atas pemaknaan Pancasila, karena pola komunikasi dalam
ideologi Pancasila mencakup interaksi komunikatif antara pemerintah dan rakyat, serta antara sesama
warga negara (Sa’adah dkk., 2023). Di satu sisi, Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti
keadilan, kemanusiaan, persatuan dan hikmat musyawarah. Namun disisi lain, nilai-nilai tersebut jarang
dijadikan kerangka dialogis dalam pengambilan kebijakan atau dalam ruang-ruang pendidikan politik.
Akibatnya, Pancasila berubah dari proyek bersama menjadi milik segelintir aktor. Ia direduksi dan
disajikan dalam bentuk tunggal dan final. Padahal sejak awal, Pancasila dibentuk dalam ruang diskusi
bukan ruang dogma. Irawan dkk. (2023) menyebut jika “sejarah perumusan Pancasila melalui proses
yang sangat panjang dan rumit.” Para perumusnya berdialog panjang, berdebat tajam dan membuka
ruang untuk kompromi historis. Maka, tidak salah bila kita mengatakan bahwa Pancasila adalah anak
kandung dari komunikasi dan karenanya ia hanya bisa eksis bila terus dikomunikasikan.

Di titik inilah pemikiran Jiirgen Habermas menjadi penting untuk dihadirkan. Sebagai filsuf yang
sangat konsisten dalam membela pentingnya rasionalitas komunikatif, Habermas menawarkan
pendekatan teoritis yang tidak hanya menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja tetapi juga bagaimana
ia dapat menjadi landasan etis bagi masyarakat demokratis. Teori tindakan komunikatif Habermas
menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar transmisi pesan, melainkan sarana untuk membangun
pengertian bersama melalui argumentasi yang bebas dominasi. Dalam konteks Pancasila, pendekatan
ini memberi jalan untuk melihat ideologi bukan sebagai perangkat nilai yang dibekukan, tetapi sebagai
horizon terbuka yang harus terus-menerus diperbaharui melalui diskursus di ruang publik. (Menurut
Habermas) ruang publik dapat dipahami sebagai res publica sudah terdefinisi sangat baik, res (urusan)
dan publica (umum) memberi kerangka yang jelas mengenai istilah publik yang digunakan saat ini
(Supriadi, 2017). Ruang publik bukan sekedar tempat melainkan juga potensi ruang bagi pertukaran
pikiran. Dengan kata lain, teori Habermas membuka kemungkinan untuk mengembalikan Pancasila ke
tempat asalnya yakni ruang percakapan yang setara dan inklusif.

Namun menerapkan pendekatan Habermas dalam konteks Indonesia tentu bukan perkara
sederhana. Diperlukan upaya metodologis yang tidak sekedar transposisi ide, tetapi dialog reflektif
antara pemikiran Habermas dan kenyataan ideologis di Indonesia. Di sinilah metode hermeneutika
filosofis memainkan peran penting. Dengan membaca teks dan konteks secara simultan, hermeneutika
memberi ruang bagi pembacaan ulang atas Pancasila dengan tetap menghargai sejarah dan kondisi
aktual masyarakat di Indonesia. Bahkan terkadang pengetahuan yang benar itu harus diperoleh melalui
sebuah dialektika atas pengalaman historis yang ditempuh dengan rasa sakit yang luar biasa dan amat
panjang. Gadamer mengatakan “pengalaman adalah perkara kekecewaan banyak sisi yang berpijak
pada keinginan, hanya dengan itulah pengalaman didapatkan. Meskipun kebanyakan pengalaman
menyakitkan dan tidak mengenakkan, tetapi kenyataan itu tidak membuat pengalaman berwarna hitam,
pengalaman membuat kita melihat natura kedalaman pengalaman (Palmer, 2022).” Sehingga penelitian
ini menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai teks hidup yang
terus ditafsirkan oleh warga. Maka tafsir atas Pancasila tidak harus tunggal dan tidak boleh ditutup,
karena ruang ideologi adalah ruang yang memberi tempat pada banyak suara. Kondisi yang sedemikian
ideal (terjadinya percakapan publik) menurut Marta (2017) akan ... menjaga keharmonisan hidup
berbangsa dan bernegara di masyarakat, sehingga terhindar dari tindakan chaos atau kerusuhan massa.
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Situasi ini telah didambakan oleh para founding father bangsa yang menetapkan semboyan Pancasila
yang berbunyi: Bhinneka Tunggal Ika.”

Lebih jauh, bila kita memahami ideologi sebagai perangkat nilai yang bekerja dalam kehidupan
sosial, maka kita harus juga memahami bagaimana nilai-nilai itu diartikulasikan, didistribusikan dan
dinegosiasikan dalam ruang publik. Walaupun Habermas (2011) mewanti-wanti jika “akses yang setara
ke ruang publik hanya dapat diberikan kepada warga sipil lainnya melalui jaminan negara untuk tidak
melakukan campur tangan aktif demi tujuan ini (Gestaltungsgarantie); (namun terkadang) sekadar
jaminan bahwa negara tidak akan mencampuri (non-intervensi) tidak lagi cukup untuk memenuhi tujuan
ini.” Ya, di sinilah krisis komunikasi yang dimaksud menjadi sangat relevan. Pancasila seperti banyak
ideologi lainnya bisa mengalami kehampaan makna jika ia terjebak dalam logika teknokrasi dan tidak
disemangati oleh semangat partisipasi aktif warga. Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi
konseptual dalam pengembangan teori komunikasi publik, khususnya dengan menawarkan pendekatan
reflektif terhadap posisi Pancasila sebagai ideologi yang membutuhkan ruang artikulasi partisipatoris.
Untuk menghindari kondisi Pancasila dewasa ini dalam kebijakan publik dimana Pancasila kerap
dijadikan landasan legitimasi tanpa ada proses deliberasi yang sungguh-sungguh. Ini bukan hanya
mengkhianati semangat Pancasila, tetapi juga mengerdilkan subjek warga negara menjadi sekedar objek
yang pasif.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara filosofis pemikiran Habermas tentang rasionalitas
komunikatif dalam konteks aktualisasi ideologi Pancasila di ruang publik Indonesia. Penulis ingin
menyumbangkan pembacaan kritis atas Pancasila, bukan dalam rangka meniadakan atau mendistorsi
tetapi untuk menghidupkannya kembali sebagai ideologi yang emansipatif. Dalam kerangka ini,
ideologi bukan lagi instrumen kekuasaan, tetapi menjadi area emansipasi dimana warga negara dapat
mempercakapkan masa depan bersama. Inilah harapan aktualisasi atas Pancasila sebagaimana yang
dikatakan Aulia & Dewi (2022) bahwa aktualisasi adalah sebagai upaya penjabaran dari nilai-nilai
pancasila dalam bertuk norma-norma dan merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
(dalam hidup dan sistem kehidupan). Maka penelitian ini juga merupakan upaya untuk mendorong
praktik politik yang lebih rasional, dialogis dan berakar pada kesetaraan partisipatif. Inilah sebuah
upaya nyata dari rasionalisasi masyarakat dan rasionalisasi atas dunia kehidupan. Rasionalisasi dunia
kehidupan (terjadi) karena semakin banyak bidang tidak lagi dihayati atau ditata oleh adat (atau sering
kali mitos kekuasaan), tetapi oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah diskursus
(Irfaan, 2009).

Yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan Pancasila dalam dunia
yang berubah cepat. Dunia digital, globalisasi atas nilai dan tantangan-tantangan identitas membawa
Pancasila pada benturan baru. Jika ia tidak diperbarui melalui diskursus, maka Pancasila akan tertinggal
sebagai dokumen sejarah semata. Tugas kita hari ini bukanlah menjaga kesucian Pancasila dalam
lembaran naskah, tetapi menyambungnya dengan percakapan kontemporer. Tidak hanya percakapan
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan sesuatu yang lebih daripada itu yakni
percakapan manusia dan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat. Mempelajari masyarakat dapat
mengungkap hukum kehidupan sosial atau pola tindakan yang berasal dari kekuasaan yang tidak adil
dan mistifikasi ideologis (Al’anam & Salman, 2024). Inilah titik dimana penelitian ini menjadi relevan,
khususnya karena mencoba menjawab bagaimana cara menjaga keberlanjutan ideologi tanpa
kehilangan keterbukaannya. Pancasila harus menjawab zaman dan tak melupakan ide pokoknya sebagai
akar ideologis yang memperjuangkan universalisme nilai.

Dalam upaya ini, pendekatan filosofis menjadi penting sebab hanya dengan filsafat kita bisa
menahan diri dari ketergesa-gesaan dan kedangkalan berpikir. Filosofi Habermas yang menempatkan
komunikasi sebagai pusat praksis sosial menjadi lensa kritis yang tepat untuk menggali makna Pancasila
secara lebih radikal. Radikal di sini bukan berarti ekstrem, melainkan kembali ke akar, berpusat pada
pergumulan semua orang atas pertanyaan fundamental seperti “bagaimana akar ideologi bangsa ini
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lahir, tumbuh dan seharusnya terus dirawat?” Pemahaman atas Pancasila sebagai nilai fundamen dari
bangsa Indonesia bagi Nando (2024) melahirkan implikasi pada Pancasila sebagai acuan serta pedoman
moral dan etika bagi hukum (dalam teori kritis hukum adalah sistem). Penelitian ini bukan tentang
Habermas dan juga bukan sekedar membahas Pancasila an sich, penelitian ini dibangun melalui
semangat atas upaya manusia rasional untuk membangun ulang ruang pemaknaan bersama sebagai
bangsa, sebagai manusia modern yang optimis. Habermas sendiri menolak untuk mengikuti filsafat
sejarah yang pesimistis dari para guru dan mentornya (tentang kemanusiaan di masa modern), dan ia
menyarankan agar proyek Pencerahan tidak ditinggalkan sebelum potensi emansipatorisnya benar-
benar terwujud (Bahr, 1988).

Artikel ini merupakan undangan untuk berpikir ulang tentang cara kita memperlakukan
Pancasila. Berpikir ulang tentang Pancasila bukanlah perkara mempertahankan simbol, tetapi
mengupayakan proyek komunikasi yang terbuka bagi semua warga. Pancasila tidak cukup dijaga dari
ancaman ide asing, tetapi justru harus terus ditumbuhkan dari nalar publik yang bebas dominasi.
Sehingga jelas Pancasila bukanlah hukum yang selesai atau ide yang final, melainkan proyek yang terus
dibentuk dan dipercakapkan. Dalam dunia yang makin plural dan penuh gesekan, justru keterbukaan
diskursus ideologis menjadi kunci merawat kebangsaan. Habermas tidak memberi kita jawaban final
dalam menyelesaikan krisis modernitas ini (dengan realitas modern dimana rasionalitas
instrumentalnya seringkali mereduksi individu), tetapi Habermas menawarkan kita cara berpikir yang
menghindari dominasi dan membuka jalan bagi dialog. Habermas menawarkan model non-selektif,
yang menunjukkan bagaimana berbagai sektor perlu dicerahkan untuk mencapai masyarakat yang
komunikatif (Aaisyah & Fauzi, 2025). Dalam dialog itulah Pancasila dapat menemukan kembali
vitalitasnya, ia tidak hanya hidup tetapi dihidupi, tentu bukan hanya sebagai slogan dan jargon politis
yang penuh omong kosong tetapi sebagai nilai hidup yang bermakna dan terus aktual.

Metode

Penelitian ini disusun dengan pendekatan metodologi penelitian filsafat. Jenis penelitian yang
digunakan adalah historis-faktual terhadap pemikiran seorang filsuf yakni Jiirgen Habermas. Alasan
dari pemilihan metode dan jenis penelitian ini karena relevan untuk memahami konteks pemikiran
Habermas secara reflektif dan kontekstual dengan wacana ideologi Pancasila kontemporer di Indonesia.
Bakker & Zubair (2022) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian Filsafat menulis jika
“penelitian historis-faktual dalam filsafat merupakan kajian atas pemikiran tokoh yang, meskipun
bersifat general dan mengandung konsepsi khas dari pihak tertentu, tetap dipahami dalam kaitannya
dengan latar belakang transendental yang menempatkannya dalam keseluruhan visi dan misi tentang
realitas.” Dalam kerangka ini pemikiran Habermas tidak diperlakukan sebagai kumpulan teori normatif
yang beku, tetapi sebagai respons hermeneutik terhadap konteks sejarah dan krisis modernitas yang
melingkupinya. Sehingga kebenaran yang dicapai adalah kebenaran inklusif. Kebenaran yang inklusif
menandakan suatu bentuk pemikiran bahwa kebenaran dengan kriteria benar tidak berarti tertutup
melainkan senantiasa terbuka untuk diperhatikan segala bentuk kemungkinan dengan dasar keilmiahan
yang tidak saja konstruktif akan tetapi tetap dalam koridor yang berkarakter kritis untuk menemukan
dasar-dasar yang patut ataupun penting ditemukan (Sahadewa & Wahyudi, 2023). Objek formal
penelitian ini adalah konsep rasionalitas komunikatif dalam relasi dengan ideologi Pancasila. Sementara
subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran Habermas itu sendiri yakni ide-ide pokok Habermas
tentang rasionalitas komunikatif, ruang publik dan demokrasi deliberatif yang dijadikan medan
interpretasi hermeneutika filosofis dalam membaca ulang realitas Pancasila sebagai ideologi bangsa
Indonesia. Metode kajian pustaka dilakukan secara tematik dan hermeneutik, dengan menekankan
pemaknaan kritis terhadap karya-karya utama Habermas seperti Teori Tindakan Komunikatif (Buku 1
& 2), Between Facts and Norms, The Structural Transformation of the Public Sphere serta llmu dan
Teknologi Sebagai Ideologi. Tafsiran dilakukan dengan mengupayakan fusi horizon antara horizon teks
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dan horizon subjek penafsir melalui pembacaan berulang, tematisasi gagasan dan kontekstualisasi
pemikiran dalam ranah historis dan sosial-politik mutakhir.

Hasil dan Pembahasan

Kirisis ideologi di Indonesia bukan hanya tentang hilangnya semangat kebangsaan, tetapi lebih
mendasar yakni tentang hilangnya medium untuk membicarakan nilai-nilai dasar bangsa. Fungsi negara
modern yang demokratis adalah menyediakan forum ini. Namun sayangnya menurut Benson (2009)
“periode ini (negara modern) yang dimulai secara serius pada pertengahan tahun 1800-an, dan ruang
publik (sebagai bagian inti dari demokrasi di negara modern) pun mengalami transformasi dari sebuah
forum untuk debat kritis dan rasional menjadi sebuah platform untuk periklanan”. Ini juga yang
mengakibatkan Pancasila, yang semestinya menjadi pondasi etis dan rasional dalam kehidupan bernegara
terjebak dalam ruang simbolik yang stagnan. Hasil menunjukkan bahwa dalam lanskap politik
kontemporer, Pancasila lebih sering digunakan sebagai simbol normatif daripada difungsikan sebagai
kerangka diskusi publik yang terbuka. Dalam lanskap politik hari ini, Pancasila lebih mirip ornamen
retoris ketimbang ruang diskursif. Ia tidak lagi diposisikan sebagai horizon nilai yang hidup, melainkan
sebagai entitas normatif yang minim ruang interpretasi publik. Padahal dalam negara yang berkomitmen
pada demokrasi, nilai tidak akan bertahan jika tidak disuarakan ulang oleh warga dalam percakapan
sehari-hari. Inilah titik tolak mengapa proyek aktualisasi Pancasila membutuhkan pendekatan
komunikasi yang terbuka, deliberatif dan reflektif.

Pendekatan rasionalitas komunikatif yang ditawarkan Habermas bukanlah sekedar teori filsafat,
tetapi juga semacam praksis etis yang memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi bagian dari
produksi makna. Habermas sendiri (seringkali dalam konsep hermeneutika kritis) menekankan bahwa
memahami makna dari tindakan yang disengaja hanya mungkin dilakukan melalui pengalaman
komunikatif antara peneliti dan subjek yang diteliti dengan melibatkan proses interpretasi atas dunia
kehidupan sosial yang dimiliki oleh keduanya (Shahwirman, 2023). Dalam konteks Pancasila,
pendekatan ini menentang praktik-praktik yang menutup ruang diskusi dan menjadikan ideologi sebagai
produk jadi. Rasionalitas komunikatif menempatkan kebenaran, kejujuran dan norma moral dalam
jalinan komunikasi yang terbuka antar subjek. Suatu ideologi hanya dapat mempertahankan relevansi
sosialnya jika terus dibicarakan dalam ruang ideologi terbuka. Maka, jika bangsa ini ingin
mempertahankan Pancasila, ia harus menempatkannya kembali dalam ruang yang memungkinkan
perbedaan, bahkan konflik selama konflik itu dibingkai dalam etika diskursus. Sebab konflik nilai tidak
hanya tidak bisa dihindari, tetapi justru penting dalam mematangkan arah moral masyarakat.

Temuan menunjukkan bahwa lemahnya diskursus publik berkontribusi pada dekontekstualisasi
makna ideologis. Itulah yang terjadi pada Pancasila hari ini. Diskursus Pancasila mengalami distorsi
dalam konteks komunikasi sosial kontemporer. Pancasila hanya hadir sebagai instrumen formal,
penunjang berjalannya negara modern yang kita sebut sebagai Indonesia. la tidak lagi membentuk
kesadaran reflektif warga. Padahal, setiap ideologi lahir dan berkembang dalam komunikasi. Gagasan
yang tidak terus dibahas dalam ruang publik cenderung kehilangan daya hidupnya dan rentan mengalami
kooptasi oleh kekuatan hagemonik. Pancasila sekedar ditempatkan sebagai core dari kesadaran kolektif
bangsa Indonesia yang diharuskan untuk ada. Sistem semakin kompleks, namun dunia kehidupan
terjerembab dalam jurang terdalamnya yakni, distorsi komunikasi. Habermas (2012) menegaskan resiko
ini (kompleksitas sistem di era modern terhadap kolonialisasi atas dunia kehidupan) dalam bukunya
berjudul Teori Tindakan Komunikatif (Buku Dua): Kritik atas Rasio Fungsionalis ia menulis “(Di sini
Habermas mengkritik Parsons yang positivis) Karena Parsons tidak mampu mendamaikan antara dunia-
kehidupan dengan sistem akan tetapi ia hanya bisa mendiamkannya dengan kompromi, maka dia harus
mengusahakan secara konseptual rasionalisasi dunia-kehidupan agar selaras dengan pertumbuhan
kompleksitas sistem. Dengan demikian ia tidak mampu memahami dialektika yang terdapat dalam proses
modernisasi, beban yang ditimpakan pada struktur internal dunia-kehidupan oleh peningkatan
kompleksitas sistem.” Jika Pancasila tidak dihidupkan dalam diskursus, maka ia tinggal menunggu waktu
untuk dikompromikan oleh kepentingan sistem dan kekuasaan. Komunikasi yang adil dan partisipatif
adalah habitat asli bagi nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan dan persatuan. Ketika habitat itu
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rusak, nilai-nilai tersebut tidak lenyap namun tercerabut dari konteks historisnya, lalu diproduksi ulang
oleh kekuatan yang punya kuasa mendefinisikan.

Ruang publik sebagai arena deliberatif juga mengalami penyempitan. Media massa dikontrol
logika pasar dan kekuasaan. Pendidikan cenderung berfungsi sebagai institusi reproduksi pengetahuan
normatif yang minim ruang kritis. Forum diskusi warga semakin langka dan bila ada pun seringkali
penuh prasangka. Dalam situasi ini, proyek membangun kembali ruang publik bukanlah proyek
tambahan, melainkan prasyarat dari demokrasi itu sendiri. Walaupun kita harus mengakui bahwa konsep
ruang publik Habermas ini dapat disebut sebagai proyek optimistik. Karena menurut Utomo (2022)
Habermas mengaburkan batas-batas sistemik yang seharusnya penting untuk diperhatikan karena batas-
batas tersebut menciptakan akses yang tidak setara terhadap ruang publik. Jelas Pancasila sebagai
ideologi bangsa hanya bisa terus hidup bila diperbincangkan secara luas dan inklusif (kondisi terjadinya
perbincangan adalah syarat minimum dari ruang publik yang sehat). Sehingga konsekuensi logis dari
menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah “ia harus dan akan terus relevan dengan bangsa kita
(Hardiyanto dkk., 2025)”. Kita tidak sedang membicarakan sekedar forum formal, melainkan cara
berpikir yang menyambut perbedaan dan membuka jalan bagi konsensus yang adil. Diskusi tentang
Pancasila tidak boleh eksklusif dilakukan di ruang akademik atau institusi negara, ia tidak bisa direduksi
dengan sekedar pemahaman para elite yang jauh dari rakyat melainkan harus hadir di setiap tempat warga
negara bertukar gagasan.

Dalam masyarakat post-tradisional, di mana masyarakat mulai menyadari melalui
perjumpaannya keadaan dunia yang plural, diskursus etis-politis akan menjadi semakin tidak
terhindarkan (Hendrawan & Susanti, 2025). Penting untuk disadari bahwa aktualisasi Pancasila bukan
tentang mencari tafsir tunggal yang paling sahih dan objektif. Justru, penafsiran atasnya harus terbuka
pada ruang atas potensi penafsiran yang jamak dan terikat pada konteks atau sebuah kondisi pluralisme
interpretatif. Masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut pendekatan ideologi yang lentur dan
dialogis. Ketika Pancasila diposisikan sebagai medan diskursif, maka ia memiliki kekuatan untuk
menjawab persoalan zaman tanpa kehilangan akar etisnya. Nilai seperti keadilan sosial atau kemanusiaan
yang adil dan beradab tidak akan kehilangan maknanya sejauh ini bila dibicarakan dalam kondisi sosial
yang dinamis. Justru dari perubahan konteks itulah nilai-nilai tersebut dapat diuji dan dimurnikan.
Karena bagaimanapun menurut Muhkam & Badaruddin (2021) “Pancasila sarat dengan nilai-nilai yang
menjadi acuan dan pertimbangan dalam pilihan hidup manusia sehingga menjadi kekuatan pendorong
yang mendorong manusia untuk bertindak.” la selalu mendasar, tak dibuat sebagai semata-mata
konsensus, tetapi nilai serius yang menjadi dasar hidup dan kehidupan.

Sehingga Pancasila hanya dapat direlevansikan melalui partisipasi publik dalam diskursus
ideologis yang reflektif. Maka pendidikan bukan hanya penting, tetapi mutlak. Sekolah dan universitas
tidak cukup mengajarkan Pancasila sebagai teks konstitusional saja. la harus diajarkan sebagai
pengalaman dialog, sebagai medan kontestasi gagasan yang memanusiakan manusia. Ide-ide yang
bersifat emansipatif memiliki potensi untuk mendorong terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan
terjadinya pembebasan manusia. Melepaskan Pancasila dari kondisi nirmakna dan netralitas berarti
menuntut Pancasila untuk hadir dalam proyek besar pencerahan manusia Indonesia. Habermas (1990)
dalam /lmu dan Teknologi Sebagai Ideologi mengatakan jika pengetahuan yang netral adalah ideologi
penindasan, yang acuh terhadap realitas dominasi. Selengkapnya ia menulis “Sementara itu, istilah
‘bebas nilai’ (Wertfreiheit) sudah mengingatkan kita bahwa postulat-postulat yang berkaitan dengannya
tidak lagi sesuai dengan teori menurut artinya yang klasik. Melepaskan nilai dari fakta-fakta sama artinya
dengan mempertentangkan Sein (Ada) yang murni dengan suatu Sollen (seharusnya) yang abstrak. ...
Istilah nilai (Werte) yang oleh Neokantianisme dimasukkan ke dalam filsafat, dan yang terhadapnya ilmu
pengetahuan harus bersikap netral, sudah mengingkari konteks yang pernah dimaksudkan teori.”
Sehingga jelas ruang kelas adalah miniatur ruang publik. Di sanalah peserta didik belajar bahwa nilai
tidak turun dari atas, melainkan dibentuk bersama melalui proses berpikir yang reflektif. Proses ini akan
jauh lebih manusiawi dan tahan lama dibandingkan sekedar indoktrinasi.

Selain pendidikan, institusi-institusi negara juga harus mengubah perannya dari pengontrol
makna menjadi fasilitator diskursus. Ini sesuai dengan jawaban Habermas yang ditulis oleh Carleheden
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& Gabriéls (1996) dalam interviewnya bahwa seringkali rekonstruksi keberjalanan sistem memang perlu
diandaikan dari sebuah normatif akan eksistensi negara demokratis modern saat ini. Namun kebenaran
di ruang publik bukan sebatas iman murni dari hamba kepada Tuhannya, melainkan lahir dari sebuah
proses pencarian yang panjang. Proses pencarian itu begitu panjang dan pelik, hingga saat ini terbukti
jika nilai-nilai Pancasila secara sosiologis juga telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu
(Siallagan & Syuhada, 2023). Lembaga seperti BPIP saat ini harus berhenti merasa sebagai satu-satunya
lembaga otoritatif yang menjaga tafsir tunggal atas Pancasila. Dalam masyarakat demokratis, makna
tidak bisa dijaga melalui otoritas kebenaran tunggal, melainkan perlu dirawat melalui komunikasi yang
terbuka. Negara tidak boleh bersikap paternalistik dalam hal ideologi. Ia harus memberi ruang bagi warga
negara untuk mendefinisikan, mengkritik dan mengembangkan ide pokok ini bersama sebagai kesadaran
kolektif yang emansipatif. Hal tersebut mencerminkan bentuk penghormatan terhadap kapasitas rasional
warga negara dalam berpartisipasi membentuk makna ideologis secara kolektif.

Krisis ideologi hari ini juga diperparah oleh pergeseran komunikasi publik ke ruang digital. Di
satu sisi, media sosial membuka akses luas bagi ekspresi warga. Sama seperti versi Habermas tentang
ruang publik (termasuk ruang digital disini) memiliki ciri khas berupa aksesibilitas informasi, opini yang
terbuka dan independen (Rr dkk., 2024). Tapi disisi lain, ia juga menciptakan ekosistem yang rentan
terhadap manipulasi, kebencian dan fragmentasi. Kebenaran dalam ruang digital seringkali tereduksi
menjadi simulacra, yaitu representasi simbolik yang terlepas dari realitas substantifnya. Ruang publik
yang tidak sehat beresiko menghasilkan konstruksi kebenaran yang bias karena dipengaruhi oleh posisi
subjek dan distorsi komunikasi. Sehingga jelas jika diskursus yang sehat seringkali dikalahkan oleh
sensasi, bahkan terkadang oleh pretensi ia yang berkuasa. Aktualisasi Pancasila dalam konteks ini
membutuhkan kecakapan literasi digital dan etika komunikasi yang kuat. Kita tidak bisa berharap pada
algoritma dan atau pada sistem semata. Kita harus membangun kultur, sesuatu yang lebih dekat dengan
manusia yakni kebiasaan dan keseharian dalam berpikir kritis. Ini satu-satunya hal yang memungkinkan
perbedaan pandangan tanpa permusuhan dan kebenaran tanpa distorsi.

Rasionalitas komunikatif tidak bisa hanya menjadi proyek akademik. Ia harus menjadi etos baru
dalam kehidupan publik alias menjadi semacam panduan dinamis dalam proyek atas rasionalisasi
masyarakat modern. Problematisasi rasionalisasi masyarakat muncul dari fakta bahwa ‘ide tentang
validitas norma’ pasti didukung oleh alasan dan dengan demikian dapat dipengaruhi oleh kajian
intelektual tentang relasi internal antar makna yang disebut Weber dengan intelektualisasi (Habermas,
2006). Rasionalitas komunikatif menawarkan sesuatu yang lebih pada diskursus dan pencarian
kebenaran di ruang publik. Kebenaran dalam kerangka rasionalitas komunikatif tidak ditentukan oleh
klaim sepihak, tetapi melalui partisipasi dalam diskursus yang memungkinkan penalaran kolektif.
Pencerahan sebagai suatu kondisi imajiner dari keadaan dimana masyarakat bertindak rasional juga
bukan merupakan realitas yang ada pada dirinya sendiri. Kondisi itu selalu menjadi keadaan di-sana,
konsep tiada akhir yang terus diperjuangkan. Komunikasi sebagai diskursus menjadi kunci atas
penyelesaian masalah ini. Dimana setiap orang perlu membiasakan diri untuk tidak hanya berbicara
ataupun mengklaim kebenaran, tetapi juga mendengarkan. Kita perlu membangun kesabaran untuk
memahami yang berbeda. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi lebih dari sekedar ideologi, ia menjadi
alat ukur sejauh mana kita sebagai warga negara bersedia hidup bersama dalam perbedaan yang
produktif.

Oleh sebab itu proyek aktualisasi Pancasila harus ditempatkan dalam proyek emansipasi.
Emansipasi di sini bukan dalam arti sempit sebagai pembebasan dari kolonialisme sistem atas dunia
kehidupan saja tetapi juga sebagai pembebasan dari dominasi simbolik dan struktur dominasi yang
timpang. Inilah apa yang diperjuangkan oleh Teori Kritis Madzhab Frankfurt bersama Habermas
didalamnya. Sholahudin (2020) dalam artikel jurnalnya berjudul Membedah Teori Kritis Mazhab
Frankfurt: Sejarah, Asumsi dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori llmu Sosial menulis
“teori kritik dapat disebut sebagai ‘teori anti-kemapanan’. Teori ini lahir dari ketidakberesan dalam suatu
sistem, atau disebut sebagai structural inquality di dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat Barat
di bawah sistem kapitalisme. Teori kritis mengkritik status quo dan berbagai bentuk penindasan yang
ada dalam masyarakat. Teori kritis menyediakan perspektif dan alternatif kritis yang bersifat
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transformatif dan emansipatoris. Secara keilmuan, berbeda dengan pembagian disiplin akademis pada
umumnya, teori kritis berusaha memetakan relasi antara domain realitas sosial yang dipisahkan secara
spesifik.” Dengan demikian, menempatkan aktualisasi Pancasila dalam kerangka teori kritis merupakan
bagian dari upaya rasional untuk membebaskan masyarakat dari relasi kuasa yang menindas,
sebagaimana dicita-citakan oleh proyek Aufklarung. Kita tidak akan bisa membicarakan bangsa bila
suara warga masih dibungkam. Kita tidak akan bisa memaknai keadilan jika tafsir tentang keadilan hanya
boleh keluar dari satu sumber. Maka, membuka Pancasila adalah membuka akses terhadap kuasa makna
didalamnya.

Karena itu, saat kita membayangkan kembali Pancasila dalam dunia yang makin kompleks, kita
tidak cukup hanya berbicara tentang nilai-nilai dasarnya. Dalam proses itu memerlukan kegiatan
bertanya tentang “bagaimana nilai-nilai itu dipraktikkan? Siapa yang memiliki hak untuk menafsirkan?
Hingga bagaimana mekanisme atas diskursus yang rasional itu? Bila jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan tersebut masih bergantung pada elite tertentu atau lembaga negara yang mengklaim diri
sebagai satu-satunya otoritas, maka aktualisasi Pancasila tidak akan pernah benar-benar terjadi.
Akibatnya Pancasila beresiko direduksi menjadi reproduksi wacana resmi tanpa membuka ruang bagi
artikulasi makna yang bersifat partisipatif dan emansipatoris. Menurut analisis Habermas kondisi
kegagalan komunikasi ini mencerminkan krisis legitimasi. Dalam masyarakat moderen yang kompleks,
konsensus yang kuat sulit terjadi karena masyarakat ini tidak didasarkan pada nilai dan norma budaya
yang sama (Harnowo, 2020). Ini berdampak pada kehidupan ideologis bangsa Indonesia dan
menunjukan gejala yang jelas bahwa demokrasi sedang berjalan tanpa jiwa deliberasi.

Demokrasi deliberatif bukan sekedar mekanisme prosedural, melainkan lebih dari itu yakni
sebuah kebiasaan berpikir, cara bertindak dan keberanian untuk terus memperbarui makna kolektif. Bagi
model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini
mayoritas terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu
(Hardiman, 2009). Demokrasi yang kuat dan baik bukan yang selalu satu suara, melainkan yang mampu
menampung keberagaman tanpa kehilangan arah etis. Dalam kerangka ini, Pancasila seharusnya
difungsikan sebagai kerangka normatif yang mendorong keterbukaan dialogis, dimana beragam
pandangan dapat disampaikan, dianalisis secara kritis dan dipertemukan dalam semangat deliberatif. Jika
ada yang tidak sepakat dengan tafsir dominan, tugas masyarakat bukan membungkamnya, tetapi
mengajaknya berdiskusi. Hanya dalam kondisi seperti itulah kesadaran berideologi tumbuh menjadi
sebuah kesadaran atas ide kolektif yang autentik.

Gagasan tentang keterbukaan ideologis ini sering disalahpahami sebagai relativisme. Padahal
yang ditawarkan disini bukan penghapusan nilai, melainkan pematangan nilai melalui dialog, dengan
cara itu sistem dalam negara hukum demokratis modern akan berjalan. Habermas (2009) dalam bukunya
berjudul Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory menyoroti hal ini sebagai
prasyarat dari berjalannya sistem yang baik. Ia menulis jika “Hal ini juga berlaku, dengan penyesuaian
seperlunya (mutatis mutandis), untuk pemahaman proseduralis tentang hukum, yang sejak awal
memperhitungkan adanya kompetisi yang diatur secara diskursif di antara berbagai paradigma. Karena
itulah diperlukan suatu upaya bersama untuk menghilangkan kecurigaan terhadap ideologi yang
membayangi latar pemahaman semacam itu. Seorang hakim tunggal pun harus memandang interpretasi
konstruktifnya sebagai sebuah usaha kolektif yang didukung oleh komunikasi publik dari warga negara.”
Sebuah ideologi atau kesadaran kolektif yang tidak pernah diuji oleh nalar publik akan kehilangan
otoritas moralnya. Sebaliknya, ideologi yang terbuka terhadap kritik akan menemukan kekuatan
sejatinya. la tidak hanya bisa bertahan dalam krisis, tetapi juga memberi arah dalam ketidakpastian.
Dalam konteks ini, Pancasila sebaiknya dipahami sebagai prinsip ideologis yang dinamis, yang
relevansinya diperbarui secara terus-menerus melalui dialog kritis dan partisipasi warga negara. la hadir
bukan untuk dimuliakan secara bisu, tetapi untuk terus dikritisi.

Apa yang sering dilupakan dalam diskursus ideologi kita adalah kenyataan bahwa bahasa
memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Keunggulan manusia sangat nyata
dalam hal bahasa (Kirom, 2020). Kemampuan bicara dan pembicaraan itu sendiri menjadi hal penting
bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai ide tidak pernah lepas dari bahasa. Maka cara kita
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membicarakannya akan menentukan bagaimana ia dipahami. Bahasa yang diartikulasikan secara
jargonal, klise dan dogmatis tidak akan mampu membangkitkan kesadaran kritis. Setiadi (2024) menulis
jika hal ini dibiarkan, “maka konsep ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
semakin lama akan semakin luntur dan akan mengakibatkan kurang pahamnya masyarakat Indonesia
terhadap ideologi bangsanya sendiri”. Sebaliknya, bahasa yang reflektif dan dialogis akan membuka
ruang pemahaman yang lebih autentik. Dalam hal ini, cara kita mengucapkan Pancasila sama pentingnya
dengan isi yang kita ucapkan. Ideologi bukan hanya soal konten, tetapi sesuatu yang lebih dalam yakni
komunikasi. Dan komunikasi seperti yang diajarkan Habermas adalah jalan utama menuju keadilan.

Saat ini kita menghadapi generasi yang berbeda cara berpikir dan berkomunikasinya. Maka
menyampaikan Pancasila dengan gaya lama hanya akan menghasilkan kemuakan atau penolakan.
Indoktrinasi nyatanya tidak efektif dalam membangun peradaban yang manusiawi, masyarakat lebih
membutuhkan ruang untuk bertanya, tak percaya dan menguji. Dalam suasana itulah ideologi bisa hidup
kembali sebagai proyek bersama atau lebih rigid lagi sebagai konsensus bagi bangsa yang beridentitas.
Pancasila sebagai identitas ke-Indonesiaan memiliki peranan untuk menjadi diskursus baru dari
perlawanan kita terhadap kondisi keterhilangan identitas, Pancasila sesungguhnya ada untuk
mengakomodir itu semua (Sopiyulloh, 2024). Agar tetap relevan, Pancasila perlu dikomunikasikan
dengan cara yang sesuai dengan karakter generasi muda yang kritis terhadap otoritas dan terbuka
terhadap dialog yang reflektif. Ini hanya bisa terjadi jika komunikasi tentang ideologi dikembalikan ke
tangan warga, bukan dimonopoli oleh sistem, pasar maupun kekuasaan.

Menjadikan Pancasila sebagai proyek diskursus berarti juga mengakui ketidaksempurnaan
bangsa ini. Diperlukan sikap reflektif terhadap kondisi bangsa yang belum ideal, alih-alih
mempertahankan narasi normatif yang tidak merepresentasikan realitas sosial. Justru pengakuan atas
luka sejarah, ketimpangan, penindasan dan kegagalan bangsa kita membuat kebenaran itu nampak.
Dalam kondisi itulah kita dapat lebih jujur untuk membicarakan nilai-nilai kebangsaan kita. Percakapan
atas Pancasila di ruang publik yang berkualitas berarti juga membangun legitimasi, bukan legalisasi semu
dari instrumen kekuasaan. Disinilah legitimasi publik dibentuk, apalagi “ketika hasil diskursus dalam
ruang publik informal diintegrasikan ke dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, hukum yang
dihasilkan menjadi lebih kuat dan kedaulatan rakyat semakin terwujud (Zakiyah dkk., 2024). Kita akui
Pancasila tidak harus melulu menjadi narasi yang sukses, ia bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna
yakni cita-cita dan harapan bangsa. Narasi itu dapat lebih cocok untuk digunakan sebagai horizon etis
yang menuntut kita untuk terus bergerak, tumbuh dan hidup. Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena
merasa telah selesai, justru peradaban dibangun melalui proses, sebuah kemenjadian dan pembelajaran
tiada akhir.

Itulah sebabnya proyek aktualisasi Pancasila melalui pendekatan komunikatif bukanlah
nostalgia. Ini adalah gerakan etis dan intelektual untuk memperbarui perjanjian kebangsaan kita. Gerakan
ini menolak formalisme, pengultusan simbol dan tafsir tunggal. Sebaliknya, ia mengajukan dialog,
pembacaan ulang dan percakapan terus menerus antara ide dan kenyataan. Magnis-Suseno (2015) juga
menyatakan bahwa keberhasilan Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi “etika hidup bersama”
yang mampu merangkul perbedaan tanpa memaksakan keseragaman. Ini bukanlah proyek yang mudah,
ia menuntut waktu, ketekunan dan kerendahan hati. Upaya ini diperlukan agar ideologi tetap relevan
sebagai landasan berpikir warga dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah dan memerlukan
aktualisasi tiada akhir. Dimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila merujuk pada upaya seseorang untuk
mewujudkan prinsip yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila (Salsabilah & Habibah, 2024).

Jika kita gagal membuka ruang ini maka ideologi akan menjadi alat dominasi baru. Habermas
juga menjelaskan bahwa ruang publik bukan semata sebuah tempat, melainkan kondisi komunikasi yang
memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif (Budiyanti dkk.,
2022). Tanpa ruang itu ideologi akan digunakan untuk membenarkan kebijakan yang menindas, untuk
membungkam kritik dan untuk menciptakan ilusi kesatuan palsu. Maka tugas kita sebagai warga, sebagai
akademisi, sebagai pendidik dan sebagai manusia untuk berpikir dan menjaga ruang ini terus terbuka.
Bukan karena ketidakpercayaan pada Pancasila, melainkan karena optimisme mendasar kita bahwa
Pancasila masih memiliki daya hidup yang luar biasa bila diletakkan dalam komunikasi. Akhirnya,
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pembicaraan tentang Pancasila bukan sekedar urusan masa lalu, tetapi soal cita dan masa depan. la bukan
sekedar peninggalan sejarah, tapi proyek yang menunggu untuk terus dibentuk. Masa depan itu juga tidak
akan datang dengan sendirinya. la harus dirancang, dibicarakan dan diperjuangkan bersama. Pancasila
perlu diperlakukan bukan hanya sebagai warisan historis, tetapi sebagai konstruksi ideologis yang terus
dibuka untuk interpretasi dan pembaruan dalam semangat keterbukaan dan kejujuran intelektual. Ia harus
menjadi ruang ideologis terbuka, dimana cinta, keberanian dan kejujuran ada didalamnya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis Pancasila saat ini disebabkan bukan oleh kekosongan
nilai, melainkan oleh terputusnya ruang diskursus publik yang memungkinkan reinterpretasi nilai secara
partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat sosial dan metode historis-faktual. Melalui
pembacaan hermeneutik atas pemikiran Habermas, ditemukan bahwa penelitian ini berhasil
mengungkap upaya mengaktualkan Pancasila tidak cukup melalui reproduksi formal atau pengulangan
simbolik atas makna semata, melainkan dengan membawa makna tersebut kembali ke dalam praktik
komunikasi yang setara, partisipatif, inklusif dan reflektif. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak
pada horizon tafsir baru atas Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terus hidup dalam ruang publik.
Pancasila bukan hanya perlu dipahami sebagai produk sejarah, tetapi sebagai proses historis yang terus
berlangsung, yang hidup dalam kesadaran kritis warga negara. Penelitian ini juga memberikan
sumbangan praksis dengan menekankan bahwa revitalisasi komunikasi publik yang deliberatif dan
pembukaan ruang ekspresi ideologis adalah kunci dalam memperkuat kohesi bangsa secara kultural dan
politis. Serta sebagai pondasi dalam mendorong demokrasi yang lebih etis dan emansipatif. Maka
membuka tafsir terhadap Pancasila bukan berarti menghancurkan nilai fundamentalnya, melainkan
menggiringnya menjadi ruang ideologis terbuka. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa krisis
Pancasila tidak bersumber dari kekosongan nilai semata, melainkan dari terputusnya ruang diskursus
publik yang memungkinkan reinterpretasi nilai secara partisipatif. Dengan menggunakan pendekatan
filsafat sosial dan metode historis-faktual, serta melalui pembacaan hermeneutis atas pemikiran Jiirgen
Habermas, penelitian ini menemukan bahwa upaya mengaktualkan Pancasila tidak dapat dilakukan
hanya dengan reproduksi formal atau pengulangan simbolik, melainkan harus melalui praktik
komunikasi yang setara, inklusif, reflektif dan bebas dominasi. Kontribusi kebaruan dari penelitian ini
terletak pada horizon tafsir baru atas Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terus hidup melalui
partisipasi warga dalam ruang publik. Penelitian ini memperluas dan mengontekstualkan kritik
Habermas tentang kolonisasi dunia kehidupan dengan menunjukan bagaimana ideologi dalam negara
pasca-kolonial seperti Indonesia bisa terjebak dalam simbolisme dan teknokrasi bila tak disambungkan
kembali dengan praksis deliberasi. Secara praksis, penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi
komunikasi publik dan pembukaan ruang diskursif merupakan prasyarat penting untuk memperkuat
demokrasi yang etis dan emansipatif serta menjaga keberlangsungan ideologis Pancasila sebagai milik
kolektif yang senantiasa dapat ditafsirkan bersama.
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